BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Analisis Keputusan Etis Penyedia Barang dan Jasa di Kota Bandung ini
dilakukan dengan menggunakan konsep strategi tender, strategi negoisasi dan 6
kompetensi etis. Penelitian ini ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan penelitian
“Bagaimana penyedia barang dan jasa menentukan cara penyediaan barang dan jasa
dalam E-Catalogue Lokal?”. Berdasarkan temuan dank, maka penelitian ini dapat
menyimpulkan bahwa penentuan cara penyediaan barang dan jasa dalam Katalog

Lokal menggunakan tender dengan negosiasi.

Dalam proses tender, penyedia barang dan jasa tidak menggunakan strategi
kompetitif karena tidak menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna
katalog elektronik lokal dan ada kecurigaan penyedia barang dan jasa tidak
berkompetensi dengan adil, jujur, dan transparan. Penyedia barang juga tidak
menggunakan strategi menurunkan harga dan strategi merugi karena barang yang
dicantumkan dalam Katalog Elektronik Lokal bukan merupakan harga terendah dengan
kualitas yang sama. Namun penyedia barang dan jasa menggunakan strategi
pembayaran dengan kelonggaran karena mau memberikan kelonggaran kepada
PKK untuk membayar barang dan jasanya dan menggunakan strategi perundingan di
bawah meja karena melakukan diskusi informal untuk menentukan Harga Perkiraan

Sendiri (HPS).
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Kemudian untuk menjawab “Strategi Negosiasi apa yang dilakukan oleh Unit
Layanan Pengadaan dan Penyedia Barang dan Jasa?”, maka berdasarkan hasil temuan
dan pembahasan dapat disimpulakn bahwa ketika menentukan nilai teknis dan harga
dalam Katalog Lokal, dapat disimpulkan bahwa ULP lebih mementingkan
kepentingan masyarakat sedangkan penyedia barang dan jasa mementingkan

kepentingan diri sendiri dan masyarakat.

Selanjutnya untuk menjawab “Apakah keputusan pemilihan penyedia untuk E-
Catalogue Lokal bersifat etis?”, maka berdasarkan hasil temuan dan analisa dapat
disimpulkan bahwa keputusan pemilihan penyedia barang dan jasa untuk E-Catalogue
terindikasi tidak etis. Hal itu dibuktikan dari sebagian besar unit Layanan Pengadaan
memiliki kemampuan advocacy skill namun tidak memiliki keterampilan problem
identificatiom skills atau mengidentifikasi masalah, tidak memiliki keterampilan
problem solving skills, tidak memiliki kemampuan self-awareness dan concensus
building, tidak seutuhnya memiliki kemampuan subject matter knowledge, dan

mayoritas staf di unit layanan pengadaan tidak memiliki attitude and commitment.

6.2 Saran
Saran yang dapat diusulkan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu

sebagai berikut:

a. Berdasarkan temuan masih banyak penyedia barang dan jasa yang tidak
mencantumkan informasi yang lengkap bagi pengguna E-Catalogue Lokal

maka, sistem katalog elektronik lokal harus diperbaiki supaya jika ada penyedia
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barang dan jasa yang tidak mencantumkan dokumen dengan lengkap maka
tidak dapat mencantumkan barang dan jasanya di Katalog Elektronik Lokal.
Berdasakan temuan, harga yang dicantumkan di Katalog Elektronik Lokal
bukan harga yang terendah maka Unit Layanan Pengadaan seharusnya
melakukan survey harga pasar terlebih dahulu supaya dapat mempunyai
kekuatan untuk mengetahui harga yang pas di E-Catalogue Lokal. Selain itu,
melakukan strategi negosiasi dengan penyedia barang dan jasa.

Berdasarkan temuan, banyak staf ULP yang tidak mengetahui adanya
penyelewengan dan tidak memiliki kopetensi etis maka perlu diadakan program
pelatihan mengenai perilaku etis dan membangun pola perilaku etika
pengadaan barang dan jasa. Di dalam pelatihan tersebut diberikan pemahaman
mengenai penalaran moral atau system thinking.

. Sosialisasi budaya kerja yang etis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
atau Jasa Pemerintah

ULP dan Penyedia Barang dan Jasa perlu membuat panduan etis sebagai code

of conduct dengan berdasarkan 6 kompetensi etis
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